ABSTRAK

Pelaksanaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus dan
membawa koperasi ke arah lebih baik salah satunya yaitu terjadi pembubaran
koperasi. Pembubaran suatu koperasi tentu menimbulkan tanggung jawab besar
terhadap pengurus koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah
mengenai  akibat hukum pembubaran koperasi bagi pengurus dan
pertanggungjawaban pengurus terhadap pembubaran koperasi tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang
berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku
berkenaan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan
penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keputusan pembubaran
koperasi dapat berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah.
Akibat hukum bagi pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi terdapat
perbedaan. Terhadap pembubaran koperasi berdasarkan kekuasaan rapat anggota,
kekuasaan pengurus masih berfungsi dalam penyelesaian pembubaran sedangkan
pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah, kekuasaan pengurus
sudah tidak berfungsi dalam penyelesaian pembubaran. Tanggungjawab pengurus
koperasi terhadap pembubaran koperasi dilihat dari Pasal 34 Undang-undang
Perkoperasian baik bersama maupun pribadi menanggung kerugian yang diderita
olen koperasi itu sendiri apabila pengurus tersebut terbukti melakukan
kesengajaan atau kelalaian.
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